
BUPATI MINAHASA SELATAN 

PROVINSI SULAWESI UTARA 

PERATURAN BIJPATJ MINAHASA SELATAN 

NOMOR TAHUN 2019 

TENT ANO 

KODE ETIK APARAT PENOAWASAN INTERN PEMERINTAH (APJPJ 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA SELATAN, 

Mcnimbang : a bahwa dalam rangka mempcrkuat pelaksanaan tugas pokok 
dan Iungsr lnspcktorat Dacrah Kabupatcn Minahasa 

Sclatan, maka dibutuhkan Apfrat Pengawaaan Intern 

Pcmermtah yang bcnntegntas, bcrkompcten, kapabel, 

obJckt.1.f dan mampu rnenjaga rahas,w. jabatan. 
b. bahwa untuk mCWUJUdkan Aparat Pcngawasan Intern 

Pcmcnntah scbag,umana dimeksud pada huruf a, makn 

dipandang perlu mengarur kodc cuk Aparat Pcngawasan 
lntem Pemcnntah, 

c bahwa bcrdasarkan per'umbangan 1eOOga1mana dunaksud 
pada huruf a dan huruf b perlu menctapkan Peraturan 

Bupau tentang Kodc Etik Apa.rat Pengawasan 
Pemcnntah 

Intern 

Mengmgat I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

• 
Penyelenggaraan Negara yang Bersm dan Bebas dan 

Kcrupsr, Kctusr dan Nepousme (Lembaran Negara Repubhk 
' ' Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Nomor 3851): 

2.Undang- ... 



' 
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang 

Pcmbenlukan Kabupaten Mmahasa Selatan , dan Kot.a 
Tomohon dr Propms1 Sulawesi Utara (Lembaran Negara 

Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273); 
3. Unda.ng-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang A�atur Srpil 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494}; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pcmenntahan Daerah (Lernbaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Repubhk Indonesia Nomor 5587) scbaga1mana telah drubah 

bcberapa kah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2014 tentang Perubahan Kcdua atas l)ndang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pcmerintahan 
Daerah {Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 

Nomor 5679); 
5. Pcraturan Pemenntah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan F'ungsional Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara 

Repubhk Indonesia Tahun 1994 Nomor 221 Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 354 7) 

sebagrumana telah drubah dengan Peraturan Pemenntah 
Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraruran 

Pcmenntah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungetonal Pegawar Negen Siprl (Lembaran Negara Repubhk 
Jndonesm Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Repubhk tndonesra Nomor 5679), 

6. Peraturan Pemenmah Nomor 4b Tahun 2004 tentang 
Pcmbmaan Jiwa Korps dan Kode 

1Euk Pegawa; Negeri S\pil 

\Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

142, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 

4450); 
7. Pcraruran Pemenntah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem 

Pcngendahan Intern Pemenntah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 48901, 
8.Pcraturan ... 



J 

• 

8. Peraturan Pcmcrmtah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Drsrplm Pegawru Negen Stpil (Lcmbaran Negara Rcpubhk 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran 

Negara Rcpubhk Indonesia Nomor 5135), 

9. Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Organ1sas1 Perangkat Daerah (Lcmbaran Negaral Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Pcraturan Pcmenntah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
' 

Manajemen Pengawai Negen Srpll (Lcmbaran Negara 

Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lcmbaro.n Negara Repubhk tndcnesra Nomor 6037); 

11. Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembtnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pcmbrintahan 
Daerah (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 

Nomor 37, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia 

Nomor 6041 ), 
' ' 12. Peraturan Men ten Dal= Negeri Nomor 23 Tahun 2007 

ten tang Pedoman Tau. Cara Pengawasan A<as 

Pc:nyelenggaraan Pc:mcrintah Daerah; ' 
13. Peraturan Men ten Da!am Ncgcn Nomor 28· Tahun 2007 

' 
tentang Norma Pengawasan dan Kodc Euk gejabat Pengawas 

Pc:menntah; 
14. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

9 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern 

Pc:menntah sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan 

PER/04 /M.PAN/03/2008 
Men ten Pendayagunaan Aparatur 

ten tang 
Negara 

Perubahan 

Nomor 
atas 

Pengawasan Intern Pemerintah. 

Tahun 2018 tentang Pedoman Kepdah 
' 

Peraturan Mernen Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

9 Tahun 2016 tentang Kode Euk Aparat Pengawasan Intern 

Pemenntah; 
15. Peraturan Mentel') Pendayagunaar.i Apararur Negara Nomor 

PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat 

Pc:ngawas Intern Pc:mcnntah; 
16. Peraturan Kepala Sadan kepegawatan Nasional Nomor 12 

Mutu Audit Aparat 

MEMUTUSKAN ... 



' 

• 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG l{ODE ETIK APARAT 
PENGAWASAN INTERN PEMERlNTAH (APIP) KA.BUPATEN 

MlNAHASA SELATAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Pcraturan Bupau mi yang dunakaud dengan : 
I Pemenntah Daerah adalah Pemennt.ah Daerah l{abupaten 

Minahasa Selatan. ! 
2. Bupat1 adalah Bupau Mmahasa Selatan. 
3 lnspcktorat adalah Jnspektorat Kabupaten Mmahasa Sela.tan. 
4 !nspektur / Ata:.an APJP adalah Kepala lnspektonlt Kabupaten 

Mmahasa Selatan. 
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya dismgkat 

APIP, adalah lnspcktorat yang mempunyai togas pokok dan 

fungs1 pengawasan dan bertanggunK)awab kepada Bupati. 
6 Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegratan aJdit, reviu, 

everueer, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lamnya, 

seperu: konsultas1, sosialisasi dan asrstensr lerhadap 

penyelenggaraan tugas dan Iurtgsr orgamsast dalam rangka 
' membenkan keyakman yang memadai bahwa kegiat.an telah 

dilaksanakan sesuru dengan LO!ak ukur yang telah dnetapkan 
secara efekuf dan ens.en untuk kepentmgun prmpman dalam 

mewujudkan tata pemerint.ahan yang baik (good govemmen!). 
' 

7 Auditor adatah Pegawar Negeri Siprl d1 lmglrungan lnspeklorat 

yang drberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh 

pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas 

pengawasan bidang keuangan. 
8 Pengawas Penyelenggaraan Grusan Pemenntahan di Oaerah 

yang selanjutnya drsmgkat dengan P2UPO adalah Pegawai 

Negeri Sipil yang dlberi tugas dan tanggung jawab, wewenang 
dan hak secara penuh oleh pejabet yang berwenang untuk 
melalrukan pengawasan di luar pengawasan keuangan. 

9.PNS ... 



• 

s 

9 PNS tcrtentu adalah Pcgawa, Ncgcn Sipil di Lmgkungan 
lnspcktorat yang d.ben rugaa o!ch pejabnt yang bcrwcnang 
untuk mclaksanakan tugas pengawasan 

10 Audit.an adalah obyck yang du1.ud1t/d1pcnks,i. 

I I Kade Euk APIP adalah Aturan pcnlaku yang dsberfakukan 

dalam suatu kclompok profest di Lmgkungan Jns�ktorat yang 
scnanuaaa wajib dipatuhr o!eh para Auditor, P2UPD dan PNS 

t.crtenru yang diben tugas oleh atasan AP!P 

BAB II 
MAKSUO DAN TUJUAN 

Paeal 2 

(I) Maksud d1tct.apkannya Kodc Euk APIP Oacrah adalah untuk 

mcmbcntuk jau din Auditor, P2UPD dan PNS tcrtentu guna 
mcmibki cuka moral y.ing 1.J.ngg1 dalam mclaksanakan tugas 
dan/atau dalam pcnlaku senen-ban serta tersedsanye 

pedoman penlaku begr Auditor, P2UPD dan PNS tertcntu . 
(2) TuJU&n Kode Euk APIP Dacrah adalah 

a. melindungi para Auditor, P2UPD dan PNS tertcntu dan 
pengaruh prhak lam yang mcmpunya1 kcpcnllngan tcrtcntu 

yang dapat mcnycbabkan udak �rpenuhmya pnnsip audit 
dalam pclaksanaan tugaimya; 

b. merncuvasr pc:ngcmbangan 

berkelanjutan, 
c rnewujudkan budaya cus dalam profcs1 AP!P Dacrah; 
d. mcmasukan bahwa Auditor, P2UPD dan PNSI tcrtcnru 

mcnJad1 seorang profeesonal yang bcrtmgkah \aku pada 
ungkat lcbih ungg1 drbandmgken dcngan PNS lamnya, 

c mcnccgah terjadmya ungkah laku yang udak eus, 

terpenuhmya pnnsip-pnnerp kcrJa yang akuntabel dan 
tcrlaksananya pcngcndahan audit, 

f mcwuJudkan Auditor, P2UPD dan PNS tcrtcntuyang kredrbel 

dengan kmerja yang optimal dalam pelaksanun audit, 

g mcnumbuhkan ... 

profess euducr sccara 



' 
g. menumbuhkan kepercayaan din Auditor, P2UPO dan PNS 

tertentu dalam melaksanakan rugaa audit: 
h mengcvaluasi penlaku Auditor, P2UPD dan PNS tcrtcntu 

oleh Atasan APJP 

BAB IJl 

KODE ETIK 

Bagian Kesatu 

Pemberlakuan 

Pasal 3 

Kode Euk APIP dalam peraturan Bupau iru drbenakukan begr 

Auditor, P2UPD dan PNS tertentu di Lingkungan lnspektorat. 

Bagran Kedua 

Pnnsip-Prins1p clan Aturan Pcnlaku 

Pasal 4 

(\) Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas 

berkewajtban mematuh1 prinssp-pnnerp perrlaku sebagru 

benkut: 
a. lntegntas 

Yaitu harus mermhkr mutu, sifat, atau keadrn yang 

menunjukkan kesatuun yang utuh, schmgga mermhki 

pctenst dan kemampuan yang mcmancarkan kewibawaan 

dan kejujuran. 
b. Obyekuvttas 

Yaitu harus menjunjung tingg1 keudakberpihakan, 

profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan 

memproses data/ informasi au di tan serta membuat 

perulaian seimbang aras semua srtuast yang relevan dan 
udak dipengaruhi oleh kepentmgan sendrri atau orang lain 

dalam mengambrl keputusan. 
c.kerahaeiaen ... 



' 
c. Kerahastaan 

Ywtu harus menghargai mlai,dan kepcm1hkan,mformas1 

yang dnerimanye dan tidak mengungkapkan mformasi 
tersebut tan pa otonsasi yang memader, kecuah drhar-uskan 

olch peraturan pcrundang·undangan. 

d. KompeLCnsi 
Yairu harus memiliki pengetahuan, keahhan, pcngalaman 

dan keteramprlan serta sikap perilaku yang drperlukan 

dalam pelaksanaan tugas jabatannye. 

e. Akuntabcl 

Yaltu kemampuan 

a tau 
untuk 

untuk 

menyampa1kan 

menjawab dan pcrtanggungjawaban 

• 

menerangkan kmerja dan tindakan seseorang kepada pihak 

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk memmta 

keterangan a.tau pertanggungJawaban. 
f. Penlaku sroresionei 

Yaau undak tanduk yang merupa.kan c,n, mutu, dan 

kuaht.as suatu profesi at.au orang yang profesiona! di mana 

memerlukan kepandamn khusus untuk menjalankannya. 

(2) Auditor, P2UPD dan PNS tcrtentu dalam melaksanakan tugas 

berkewajrban mematuhi aturan pen�ku sebagai benkut : 

a. untuk menerapkan prin•ip Iotegrltas, auditor int.crn 

pemcrmtah wajrb: 
I. melakukan pekerjaan dengan ktJUJuran, ketekunan, dan 

tanggung jawab; 
2. mentaau hukum dan membuat pengungkapan yang 

drharuskan o!eh keienruan perundang-undangan dan 

profesi; 
3. mcnghormau dan bcrkontnbusi pada tujuan organisasi 

yang sah dan etis; dan 
4. udak menenma graufikasr terkrut dengan jabatan dalam 

bcntuk apapun Bila graufikasr udak brsa drhmdari, 
audnor mtem pemenntah wejrb melapbrkan kepada 
Konusr Pembcrantasan Korups1 [dramgkat K?K) paling 

lama dalam waktu 7 (tujuh) han sete!ah fraufikasi 

duenma atau sesuar ketentuan pelaporan gratifikasi. 

b.untuk ... 



' 
b. untuk menerapkan prlnaip Objektlvltaa, aeducr intern 

pcmerintah wajib: 
l . udak berpartisipasr dalam kegiatan atau hubungan 

apapun yang dapat memmbulkan konflik dengan 

kepentmgan orgamsasmya, atau yang dapat 

memmbu\kan prasangka, atau yang rneragukan 

kcmampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan 
memenutu IBnggung jawab profcsmya secara ob;ektif; 

2 udak mencnma sesuatu dalam bcntuk apapun yang 
' dapat mengganggu atau patut drduga mengganggu 

perlimbangan profesionalnya; dan 
3. mengungkapkan semua fakta matenal yang '1:iiketahui, 

yarru fakta yang jrka udak drungkapkan dapat 

mengubah a�u mempengaruhi pcn8ambi!an 

keputusan atau menutupr adanya prakuk-prakuk yang 

melanggar hukum. 
c. Untuk menerapkan pririsrp Kerahas1aan, auditor mtern 

pemenntah wajib 
l . berhau-hau dalam penggunaan dan pcrhndungan 

mformasi yang drperoieh dalam tugasnya, dan 
' 

2. udak menggunakan Infcrmasr unruk keunrungan 

pnbadi atau dengan cara apapun yang akan 

bcrtentangan dengan ketentuan pcrundang·undangan 

atau rnerugtkan tujuan orgaruaasr yang sah dan etis. 

d untuk menerapkan prmsrp xcmpetensr, auditor mtem 

pcmenntah wajib: 
1. membcnkan layanan yang dapat d1selesa1kan sepanjang 

mermhki pcngetahuan, keahhar dan keterampilan, serta 

pcngalaman yang dlpcrlukan; • 
2 melakukan pengawasan sesua, dengan Stander AudH 

Intern Pemenntah Indonesia; dan 
3. tc:rus·menerus memngkatkan keahhan sena cfekuvitas 

dan kuahtas pelaksanaan rugasnya, bark yang diperoleh 
dan pendtdikan formal, pclauhan, scrufikast, maupun 

pcngalaman kerja. 

e.untuk ... 



• 

,. 
' 

untuk mencrapkan prmstp Akuntabel, auditor mtem 

pemcnntah waJ1b menyampaikan pertanggungiawaban atau 

Jawaban dan kcterangan atas kmeqa dan undakannya secara 
scndrri atau kolcktif kepada prhsk yang memihki hak atau 

kewenangan untuk mcmmta atau 
pcrtanggunlllawaban. 

f. untuk mcncrapkan prmsrp Penlaku Prcfesroner, auditor 

mtcm pcmenntah waJib: 
l . tJdak terhbat datam scgala akt.1v1tas !legal, atau tcrhbat 

dalam undakan yang mengtulangkan kepercayaan kcpada 

profcs1 pengawasan intern at.au crgarusaei: dan 
2. l..idak rnengambu ahh pcran, tugas, Iungar, dan t.nnggung 

jawab manajemen eudnan dalam melaksan81an tugas 
yang bcrs1fat konsultas1 

Bagran Keuga 

Aturan Pcnlaku dalam Orgamsas1 dan 

hubungan dengan Scsama Auditor 

Pasal 5 

(l) Auditor, P2UPD dan PNS tcrtentu dalam mclaksanakan tugas 
berkewajrban mematuh1 atumn pcnlaku dalam organ1sas1, 

eebagar benkut· 
a. mcntaal.l scmua pcraturan pcrundang-undangan, 
b. mcndukung vrsr, rrusr, tujuan, dan as.saran orgamsasi; 
c. menunjukkan keseuaan dalam scgala hul berkaitan dcngan 

profcs1 dan crgamsasr dalam melaksanakan tu&as; 
d rnengikutl pcrkcmbangan pcraturan pcrundang-undangan 

dan mcngungkapkan scmua yang duentukan olch pcraturan 

pcrundang·undangan scrta euka dan standar audn yang 
bctlalru; 

c mclakaanakan tugasnya secara JUJur, tchu, bertanggung 
jewab dan bcrsungguh-sungguh, 

( tidak menjadr bagsan dan kegratan licgal atau mengjkatkan 

di.n pada tmdakant.mdakan yang mendrakredrtkan profesr 

auditor intern pcmcrmtnh atau orgamsasi, 

g bcram ... 



• 
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g. beram dan bcrtanggung jawab dalam mengungkapkan 

scluruh fakta yang drketahumya berdasarkan buku audit; 
h. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat 

kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jewab menjadi tidak obyekuf dan cecet. 

1. menanam\can rasa percaya din yang unggi yang benumpu 

pada prmsrp-prinaip perilaku pcngawasan, 
J· bijaksana dalam menggunakan setiap data/informas1 yang 

diperoleh dalam pcnugasan; 
k. menyimpan rahasra jabatan, rahasia negara, eahasra pihak 

yang drperiksa, dan hanya dapat mengcmukakannya atas 
pcnntah pejabat yang berweneng: 

I. melaksanakan tugas pengawasan sesua, standar a;�dit; dan 

m.lerus menerus menmgkatkan kemahrran profesr, erekuvuas, 

dan kuahtas pcngnwasan. 
(I) Auditor, P2UPD dan PNS tertentu da!am hubungan dengan 

sesama auditor wa11b: 
a. menggalang kerjasama yang sehat dan smergrs; 
b. menumbuhkan dan memehhara rasa kebersamaan dan 

kckcluargaan; dan 
c. salmg mengmgatkan, membimbmg, dan reengoreksr 

penlaku. 
Bagian Keempat 

hubungan deng�n Audit.an 

Pasa.16 

Audncr, P2UPD dan PNS tertentu dalam hubungan dengan auditan, 
< 

wajib: 
a. menjaga penampuan/ per/onnance sesuai dengan tugasnya; 
b. menjalin kerja sama dengan sahng menghargas dan mendukung 

penyclesaian tugas; dan 
c. menghmdan senap undakan dan pen!aku yang mcmbenkan 

kesan melanggar hukum etau eoka prcfesr terut.ama pada saat 

bertugas. 

BAB IV ... 



• 
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BABIV 

LARANGAN 

Pasal 7 

Auditor, P2UPD dan PNS tertcntu dilarang · 

a. mcnyalahgunakan kewenangannya; 
b. mclibatkan din dalam kegiatan yang melanggar hukum; 
c. mclakukan pengawasan di luar r-uang Jingkup yang dnetapkan 

dalam surat tugas, 
d. menggunakan data/mformasr yang srfatriya rahasia untuk 

kcpcntingan pnbadi atau go!ongan yang mungkm akan 

merusak nama hark crgarueast. 
e. menerima suatu pcmbenan dan eudnan yang terkart dengan 

kepurusan maupun perumbangan profcsionalnya, dan 
f beraflhasi dcngan partm poht,k/golongan tertcmtu yang dapat 

mengganggu integntas, cbyekuvnas, dan keharrncmsan dalam 

pclaksanaan tuges: 
g. mcmaksa pegawar lain 

hukum atau tJdak eus. 

untuk melakukan undakan] melawan 

BAB V 

PENGADUAN 

Pasal 8 

I 
(I) Pengaduan atas pelanggaran/pcny1mpangan yang dliakukan 

oleh Auditor, P2UPD dan PNS tcrtcntu lcrhadap kode et1k irn 

dtaarnparkan kepada [nspcktur. 
(2) Pcngaduan scbagrumana drmakaud pada ayal (I) haros 

didukung dcngan alasan - alasan dan/atau data/informasi 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 

BAB V!. .. 
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BAB VI 
MAJEL!S KODE ET!K 

Pasal 9 

(1) Dalam rangka pencgakan Kodc Euk Aparat 
drbenruk majelie Kodc Euk yang bersrjar adhoc. 

(2) MaJchs Kodc Etik scbagaimana dimaksud ayat (I) bequmlah 

ganjil dan paling sedikit S (hma) orang yang bcranggotak.an dari 
unsur pejabat struktural dan pejabar rungsional aud1tor/P2UPD 
lnspektorat Kabupaten serta unsur Pejabat Struktural di luar 

lnspektorat Kabupatcn di lingkungan Pemcnntah Kabupaten. 
(3) Jabatan dan pangkat anggota majelia kode euk ndak boleh 

rendah dan jabatan dan pangkat aparat pengawasan yang 
drsangka melanggar kode euk. 

(4) Susunan rnajells kodc etik terdrri dan. 
a. I (satu) orang ketua merangkap anggota; 
b. I (satu) orang sekretans merangkap anggota, dan 
c. Sekurang-kurangnya 3 [tiga] orang anggota. 

Pasal 10 

Ma;ehs Kodc Euk sebagaimana dirnaksud dalam pasal 9 ayat (2) 

mempunyar tugas : 

a memenksa APIP yang diduga melanggar Kode Euk; 
b. membcnkan rekomendasr hasil pemenksaan, dan 

c. hasil pemcnksaan, mvestigasi dan pelaporan pelanggaran 

' Pcngawasan 

dilaporkan kepada prrnpinan 
melahn Sekretans Daerah. 

APIP untuk ditcruskan re Bupati 

Pasa! I I 

MaJehs Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ditctapkan dcngan Kcputusan Bupau. 

Pasal 12 ... 

• 
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Pasal 12 

{I) Majells Kode Euk dibentuk palmg lamber 15 (hma bclas) han 

kerja sejak laporan/pengaduan dan atau mronnasi 1ter.iadinya 

pelanggaran Kocle Euk yang dliakukan oleh aparatur 

pengawas/pemenksa. 

{2) Majchs Kocle Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhrr 
masa tugasnya setelah menyampa1kan rekomendas1 hasil 

pemcnksaan 

BAB V 
SANKS! 

Pasa! 13 

(l) Auditor, P2UPD dan PNS tertentu yang terbuku me!anggar 
Kodc Etrk akan drkennkan sanksi oleh Jnspektur / Pimp1nan 

APIP Daerah ams rekcmendasr dari Sadan Kehormatan proresr. 
(2) Bentuk-bcntuk sanksi yang direkomendasikan olch Sadan 

Kehormatan Prcfesr antara lam berupa : 

a. teguran tertuhs; I 
b. usulan pemberhcntian; 
e. udak diberi penugasan pemeriksap.n/aud1t selama jangka 

waktu tertentu. 

(31 Pelanggaran terhadap Kade Etik di sampmg dikenakan senxs. 

sebagaimana drmakaud pada ayat (2), juga dapat d1kenakan 

sanksr scsuai dcngan peraruran pcrundang·undangan 

BAB Vll 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

(I) Hal·hal yang bc!um diatur dalam Peraruran Bupau tm 

sepanjang mcngcnw tekms pelaksanaannya, akan d1tctapkan 

lcbih \anjut o!ch Bupati. \ 
(2) Pcnctapan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dihmpahkan 

kcpada lnspektur / Pimpman AP!P ata:. nama Bupau. 
· ,Pasal 15 ... 



" 
Pasal 15 

Peraruran Bupau ini mular berlaku pada t.anggal dnmdangkan. 

Agar sctiap orang dapat mcngctahumya, mc:mc:pntahkan 

pcngundangan Peraturan BupatJ int dengan pcnempatannya 

dalam Bcnta Daerah Kabupaten Mmahasa Sclatan. 

Ditc:t.apkan di Amurang 

Pada tanggal 2019 

BUPATI MINAHASA SELATAN, 

CHRISTIANY EU ENIA PARUNTU 

Dnmdangkan di Amurang 

pada tanggal 2019 

KABUPATEN SA SELATAN, 

DENNY P. KAAWOAN 

BER!TA DAERAH KABUPATEN M!NAHASA SEL.ATAN 1'/\HUN 2019 NOMOR ..... 


